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KEPUTUSAN  KEPAIA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Nomor  :  000.8.3.2/ 34 G7 /436.7.13/2026

TENTANG

STANDAR  PELAYANAN  DINAS KOMUNIKASI DAN INF`ORMATTKA

KEPAIA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Menimbang :           a.  Bahwa dalaln rangka mewujudkan penyelenggaraan  pelayanan
publik   yang   baik   dan   berkua]itas,   dan   guna   mcwujudkan
pelayanan  prima  kepada  pengguna  jasa  pelayanan,  maka  setiap
penyelenggara   pelayanan   publik   wajib   menetapkan   standar
pelayanan dan maldumat pelayanan;

b.  Bahwa   untuk   memberikan   acuan   dalam   penilaian   ukuran
kinerja   dan   kualitas   penyelenggaraan   pelayanan   dimaksud
huruf  a),   maka  perlu   ditetapkan   standar   pelayanan   Dinas
Komunikasi  dan  Informatika  dengan  Keputusan  Kepala  Dinas
Komunikasi dan Informatika.

Mengingat :               1.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor   25   Tahun   2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009  Nomor  112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

2.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2014
tentang Administrasi Pemerintahan;

3.  Peraturan    Pemerintah    Nomor    96    Tahun    2012,    tentang
Pelaksanaan   Undang-Undang   Republik   Indonesia   Nomor   25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4.  Peraturan    Menteri    Pendayagunaan    Aparatur    Negara    dan
Reformasi  Birokrasi  Nomor  15  Tahun  2014  tentang  Pedoman
Standar Pelayanan ;

5.  Peraturan  Daerah  Kota  Surabaya   Nomor  4  Tahun  2014
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

6.  Peraturan  Daerah  Kota  Surabaya  Nomor   14  Tahun  2016
tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah  Kota
Surabaya  sebagaimana  diubah dengan  Peraturan  Daerah  Kota
Surabaya   Nomor   3   Tahun   2021   tentang   perubahan   atas
Peraturan   Daerah   Kota   Surabaya   Nomor   14   Tahun   2016
tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah  Kota
Surabaya;

7.  Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2025 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Ta.ta Kerja
Dinas Komunikasi dan Infomiatika Kota Surabaya.



Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :

RTIGA :

KEEMPAT :

MBMUTUSEN:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TENTANG   STANDAR    PEIAYAI\IAN    DINAS   KOMUNIKASI   DAN
INFORRArm.
Standar  Pela.yanan  pada  Dinas  Komunikasi  dan  lnformatika,
sebagaimana   tercantum  dalam  Lampiran  yang  merupakan
bagian tidak telpisahkan dari Keputusan ini.
Standar  pelayanan  pada  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika
meliputi :

1.  Pelayanari    Permohonan   lnformasi   dan   Dokumentasi
Publik (PPID)

2.  Pela.yanan Pengaduan Melalui Aplikasi WargaKu
3.  Pelayanan Pelatihan TIK Kepada Masyarakat (Broadband

Leaning Center)
4.  Pelayanan Keluhan Layanan TIK (Service Desk)

Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi  standar
pelayanan   sebagaimana   dimaksud   dalam   diktum   KESATU,
seluruh  pelaksana/ penyelenggara  pelayanan  wajib  mengikuti
ketentuan    sebagaimana    yang    termuat    dalam    lampiran
keputusan ini.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila
di kemudian  hari  terdapat  kekeliruan,  maka akan  dilakukan
perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal  03  Mc,re,i soc2Cg



LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPAIA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR : 000.8.3.2/  £46| /436.7.13/2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN DINAS
KOMUNIKASI  DAN INFORMATIKA

STANDAR PELAYANAN DINAS KOMUNIIIASI DAN INFORMATIKA
PEIAYANAN PBENOHONAN INF`ORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK (PPID)

KonneREN

PENT:ArmAIAN LAP:AHAH

Persyaratan Perorangap
-    Pemohon Informasi Publik orang perorangan paling sedikit

melanpiriran fotokopi kartu  tanda penduduk  atau  surat
keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil setempat;

-    Dalam   hal   Pemohonan   Infomasi   Publik   dikuasakan
kepada  pihak  lain,  Pemohonan  Infomasi  Publik  harus
disertai  surat  kuasa  khusus  dengan  dibubuhi  materai
yang   cukup   sesuai   dengan   ketentuan   perundang   -
undangan  dan  identitas  penduduk  pemberi  kuasa  dan
penerina kuasa;

-    Mengisi formulir permohonan Informasi   Publik.

Bade Hhktim
-    Pemohon  lnfomasi  Publik  Badan  Hukum  paling  sedikit

melampirkan:  (a)  fotokopi  Akta  Pendirian  Badan  Hukum;
dan  (b)  fotokopi  Surat  Keputusan  (SK)/Bulrfu Pengesahan
Badan  Hukum  dari  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi
Manusia (Kemenkumham) ;

-    Identitas pemohon dan/atau Kuasanya;
-    Dalam   hal   Permohonan   Informasi   Publik   dikuasakan

kepada  pihak  lain,  Pemohonan  Infinasi  Publik  harus
disertai surat kuasa ELusus dengan dibubuhi materai yang
cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan
identitas penduduk pemberi kuasa dan penerima kuasa;

-    Mengisi formulir pemohonan Informasi publik.

kelompoE Orang ("dak Behadan Hhktim|
-    Pemohon  kelompok  orang  hams  melampirkan   seluruh

fotokopi  kartu  tanda penduduk  anggota  kelompok   atau
sura.t       keterangan       kependudukan       dari       Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat;
Dalam   hal   Permohonan   lnformasi   Publik   dikuasakan
kepada  pihak  lain,  Pelmohonan  lnfomasi  Publik  harus
disertai  surat  kuasa  khusus  dengan  dibubuhi  materal
yang    cukup    sesuai    dengan    ketentuan    perundang-
undangan  dan  identitas  penduduk  pemberi  kuasa  dan
penerina fuasa.
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2 Sistem, -    Pemohonan   Infomasi   Publik   diajukan   secara   tertulis
Mckalsme, dan kepada Badan Publik;
fhosedur -    Pemohon  Informasi  Publik  mengisi  F`ormulir  Permohonan

Informasi Fublik;
-    Dalam   hal    Pemohon   lnfolmasi   Publik   berkebutuhan

khusus,  Pemohon  dapat  dibantu  oleh  Petugas  Layanan
Informasi  Publik  dalam  pengisian  Fomulir  Pemohonan
Irfomasi Fhblik;

-    Petugas  Layanan  Infomasi  Publik  melakukan  verifikasi
kelengkapan permohonan;

-    Petugas   lfayanan   Infolmasi   Publik  memberikan   nomor
pendaftaran setelah Formu]ir Permohonan lnformasi Publik
diisi   dan   selun]h   persyaratan   pemohonan   informasi
publik diterima secara lenBkap;-    Petugas  Layanan  lnfomasi  Publik  mencatat  perlnohonan
yang  telah  len9kap  dan  bemomor  pendaftaran  ke  dalam
Register Pemohonan Infomasi Publik;

-    Petugas   I,ayanan   Informasi   Publik  menyimpan   salinan
formulir permintaan lnfomasi Publik yang telah diberikan
nomor   pendaftaran   sebagai   tanda   buldi   Permohonan
hfomasi   Publik   dan/atau   memberikan   tanda   terima
permohonan kepada Pemohon Infolmasi Publik;-    Dalam hal Pemohonan lnfomasi Publik diajuhan melalui
surat elektronik (email) , Petugas Layanan lnformasi Publik
memberikan     nomor     pendaftaran     kepada     Pemohon
Infolmasi   Publik   setelah   pemohonan   diterima   secara
lengkap   dan   men                 ya  melalui   surat   elektronik
(emafl);-    Dalam hal Pelmohonan lnformasi Publik diajukan melalui
aplikasi  ppid.surabaya.go.id,  Petugas  Layanan  lnformasi
Publik  memberikan  nomor  pendaftaran  melalui  aplikasi
ppid.surabaya.go.id   kepada   Pemohon   Informasi   Publik
setelah pelmohonan diterima secara lengkap ;

-    PPID  melakukan  penelaahan  dan/atau  koordinasi  PPID
Pembantu terkait untuk menyiapkan jawaban permohonan
infer-si;

-    PPID    menyampaikan    pemberitahuan    terturis    kepada
Pemohon lnfomasi Publik benipa: (a) pemberian informasi;
atau q]) pemberian sebagian infomasi; atau (c) penolakan
pemohonan  disertai  alasan  sesual  ketentuan  peraturan
perundang-undangan;-    Apabila  diperlukan,  PPID  menyampaikan  pemberitahuan
tertulis      perpanjangan      waktu      pelayanan      sebelum
beralchimya j angka walrfui pelayanan.

3 Jan8ka Warfu -PPID menyampaikan  pemberitaliuan      tertulis      kepada
Pelayanan Pemohon Informasi Piiblik paling lanbat  10  (sepuluh) hari

kerja   sejak   Pemohonan   lnformasi   Publik   dinyatakan
1enghap;

-    PPID  dapat  mempelpanjang  waktu  untuk  mengirimkan
pemberitahuan tertulis paling lambat  7  (tujuh)  hari  kelja
berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

4 Biaya Biaya    dibebankan    kepada    pemohon    0.ika    ada   biaya
penggandaan dokumen)
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5 Produk -   Surat Tanggapan / Pemberitahuan Tertulis atas
Pelayanan Permohonan lnfomasi, atau

-   Berita Acara penberian Infomasi

6 Penanganan, Email           : ppid@surabaya.go.id
Pengaduan, WhatsApp   : 081272040666
Saran danMasukan Tiktok         : erdibaya

pENGEroLAAN pELAyAHAN
1 Dasar Hukun -   Undang-Undang     Nomor      14     Tahun     2008     tentang

Keterbukaan lnfomasi dan Dokumentasi Publik;
-   Undang-Undang     Nomor     30     Tahun     2014     tentang

Administrasi Pemerintahan;
-   Peraturan   Penerintah   Nomor   61   Tahun   2010   tentang

Pelaksanaan    Undang-Undang   Nomor    14    Tahun    2008
tentang Keterbukaan lnfomasi dan Dokumentasi Publik;

-   Peraturan   Menteri  Dalam  Negeri   Nomor  3  Tahun   2017
tentang   Pedoman   Pengelolaan   Pelayanan   lrLformasi   dan
Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah;

-   Peraturan  Komisi Infomasi Nomor  1  Tahun  2021  tentang
Standar I.ayanan Infomasi Publik;

-   Perat`lrafl  Daerah  Kota  Suraba.ya  Nomor  4  Tahun  2014
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

-   Peraturan  Daerah  Kota  Surabaya  Nomor  14  Tahun  2016
tentang Pembentukan dan Susunan Peran8kat Daerah Kota
Surabaya  sebagaimana  diubah  dengan  Peraturan  Daerah
Kota  SLirabaya  Nomor  3  Tahun  2021  tentang  perubahan
atas  Peraturan  Daerah  Kota  Surabaya  Nomor  14  Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Strabaya;

-   Peraturan   Walikota   Surabaya   Nomor   81   Tahun   2011
tentang   Tata    Kerja   Pejabat    Pengelola   Irformasi    dan
Dokumentasi di Iingkungan Pemerintah Kota Surabaya;

-   Peraturan   Walikota   Surabaya   Nomor   82   Tahun   2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan
F\ingsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Infomatika
Kota Surabaya;

-   Keputusan              Walilrota              Surabaya               Nomor
100.3.3.3/74/436.1.2/2025    tentang    Pengelola    Irayanan
Infomasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Surabava.

2 Sarana dan Meja   hayanan   lnformasi,   Kursi   dan   Sofa,   Tablet   dan
prasarana,dan Personal   Computer,   Mesin   Scan   dan   Fotokopi,   Printer,
/ atan fasilitas Lemari arsip, alat bantu dengar.

3 Kompetensi -   Memilihi  kemampuan  komunikasi  yang  baik  secara  fisan
Pelaksana dan tunsan;

-   Memahami aturan terkait Keterbukaan lnfomasi Publik;
-   Berorientasi pada pelayanan;
-   Memiliki logika berpikir yang baik;
-   Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya;
-   Disiplin;
-Bertanggungjawab terhadap pekerjaan.

4 Pengawasan -    Pengawasan                   oleh atasan langsung;
internal -    Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten.
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5 JLmalahPelaksana I (Satu) Orang

6 JanalLnan elayanan   Permohonan  Informasi  dan   Dokumentasi  Publik
Pelayanan sanakan   sesuai   standar   prosedur   dan  jan8ka   waktu

elayanan.

7 Jainan elaksanakan    pelayanan     sesuai    ketentuan    perundang-
kea-an dankesel-tanpelavanan dangan

8 Evaluasi Kinelja evaluasi bagi petugas guna mcningkatkan kualitas
Pelaksana pelayanan;-    Me               Survei Kepuasan pelayanan sckurang-kurangnya 1

kali dalam 1 tahun.



IAMPIRAN 11 KEPUTUSAN KBPAIA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR : 000.8.3.2/ 14C 7  /436.7.13/2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

STANDAR PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
pEIAyANAN PBNGADUAN rmlAI;ul APLiKAsl wAnGAKu

NO KohneHEN
pENyAMPAIArr LAyARAN

1 Persyaratan Warga  Kota  Surabaya  yang  memilihi/mengakses   akun
pada  Aplikasi   WargaKu   dan   mengisi   data  pengaduan
(uraian, lokasi, dan bulri pendukung apabila diperlukan).

2 Sisten' -   Pelapor mengunduh aplikasi WargaKu Surabaya;
Mckalsme, -   Pelapor   membuat    a]nm    WargaKu    apabila   belum
dan I+osedur memjffi aha;

-   Pelapor  masuk  ke  akun  WargaKu   setelah  memilrfu
afun;

-   Pelapor membuat pengaduan kepada Perangkat Daerah
PD) yang dituju;-   Petugas    Peranglrat    Daerah    melakukan    tanggapan
pertama pengaduan lx24 jam;-Petugas        Peran9lrat        Daerah        menindaldanjuti
pengaduan;-   Petugas  Perangkat  Daerah  melakukan  pemutakhiran
tanggapan basil tindak lanjut pengaduan;

-   Petugas      Administrator      melalnikan      pengecekan
kesesuaian    antara    tanggapan    Perangkat    Daerah
dengan substansi pengaduan;

-   Petugas     Administrator     atas     basil     pengecekan
kesesuaian melakukan perubahan statu s pengaduan;

-   Petugas Perangkat Daerah menutup pengaduan.

3 Jangka Warfu -   Ketentuan: jangka waktu tindck lanjut dihitung sejak
Pelayanan pengaduan   diteruskan   kepada   PD   tertuju    dalam

sistem.
-   Respon/tanggapan awal: i x 24jam.
-   Tindak lanjut :  1-10 hari ke¢a.

4 Biaya Tidak dipungut biaya (gratis)

5 Produk Pelayanan Tindak Lanjut Hasil Pengaduan Pelayanan Publik

6 Penanganan, -Email: mediacenter@surabaya.go.id;
Pengaduan, -Instagram: @sapawargasby;
Saran dan -'I\witter/X: @sapawargasby;
Masukan -   F`acehook: Sapawarga Kota Surabaya;

-WhatsApp: 081272040666;
-Website: mediacenter.surabaya.go.id
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PEHGELOLAAN PEIAYANAN
1 Dasar Htd- -   Undang-Undang   Nomor   25   Tahun    2009    tentang

Pelayanan Fhblik;
-   Undang-Undang   Nomor    30    Tahun    2014    tentang

Administrasi Pemerintahan;
-   Peraturan   Presiden   Republik   Indonesia   Nomor   76

Tahun     2013     Tentang     Pengelolaan     Pengaduan
Pelayanan Fnbm;

-   Peraturan   Presiden   Republik   Indonesia   Nomor   95
Tahun  2018  Tentang  Sistem  Pemerintahan  Berbasis
Elektronik;

-   Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara
dan   Reformasi   Birokrasi   Nomor   46   Tahun   2020
Tentang   Road   Map   Sistem   Pengelolaan   Pengaduan
Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024;

-   Peraturan   Menteri   Pendayagunaan  Aparatur   Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang
Pedoman     Sistem     Pengaduan     Pelayanan     Publik
Nasional;

-   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023
tentang     Pengelolaan     Pengaduan     di     Lingkungan
Kementerian   Dalam  Negeri  dan   Pemerintah   Daerah
(Berita Negara Tahun 2023 Nomor 499)-   Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan   Reformasi   Birolmsi   Nomor   53   Tahun   2020
Tentang Mckanisme musus Dalam Sistem Pengelolaan
Pengaduan  Pelayanan  Publik  Nasional  (SP4N)-Lapor!
Dalam    Ran8ha   Mendukung    Penanganan    Dampak
Covid-19 Di Iin9kungan Instansi Pemerintah;

-   Peraturan  Daerah  Kota  Surabaya  Nomor   14  Tahun
2016  tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat
Daerah  Kota  Surabaya  sebagaimana  diubah  dengan
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 202 1
tentang   perubahan    atas    Peraturan    Da.erah    Kota
Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Peran8lcat Daerah Kota Surabaya;

-   Peraturan  Walikota  Surabaya  Nomor  82  Tahun  2021
tentang   Kedudukan,    Susunan   Organisasi,    Uraian
Tugas dan F\mgsi serta Tata Kelja Dinas Komunikasi
dan lnformatika Kota Surabaya;

-   Keputusan   Walikota   Surabaya   Nomor:
loo.3.3.3/75/436.1.2/2025    Tentang   Tim    Pengelola
Pengaduan Masyarakat Kota Surabaya.

2 Sar- dan -   Komputer
prasarana, -   Fhiter
dan/ atau fditas -  Sc-er

-ATK
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3 Kompetensi -   Memiliki  kemampuan  komunikasi  yang  baik  secara
Pelaksana lisan dan tulisan;

-   Berorientasi pada pelayanan dan berpildr solutif;
-   Memiliki logivra belpihir yang baik;
-   Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya;
-   Disiplin;
-13ertanggrngjawab terhadap pekeljaan.

4 Pengawasrm -   Pengawasan dilalnikan oleh atasan langsung;
Internal -Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten.

5 Jumlah Pelal±sana 3 ITiga) Orang

6 Jaminan Pelay- Pelapor mendapatkan tanggapan atas pengaduannya

7 Jaminan keamanan Identitas dari pelapor hanya diketahui oleh Administrator
dan keselanatan WargaKu  (Ihinas Komunikasi  dan Informatika),  Perangkat
pelayanan Daerah    tertuju    pengaduan,    serta    Kecamatan    dan

Kelurahan Pelapor (dalam ran8ha monitoring)

8 Evaluasi Kineba -   Dilakukan evaluasi bagi para petugas guna meningkatkan
Pelaksana fuantas pelayanan;

-   Melakukan Survei Kepuasan Pelayanan sekurang-
kurangnya lx dalam 1 Tahun.



IAMPIRAN Ill KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR : 000.8.3.2/ 24  67 /436.7.13/2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

srANDAR FqRATANAN DINAs KOMUNmAsl DAN niFORMATmA
F"AyARAN pEIATmAN TIK REEIADA MAsyARAKAT (BroAI>BAIiD IEARNIN

CENrml

NO Kohnerm
PENYAMPAIAN I.ALYAHAN

1 Persyaratan Pengupjung      dan      peserta      pelatihan      merupakan
maayarakat   dan  pcgawalpemerintah   Kota surabaya

2 Sistem' Pelatihan TTK yang men                  fasilitas BIG :
Mekanisme, dan •   Calon peserta datang ke BI.C terdekat;
I+osedur •    Calon peserta menyerahkan pereyaratan;

•   Calon   peserta   memilih  jadwal   pelatihan
sement-;

•   Calon peserta menunggu konfimasi dari pihak BIG
untulf menentukan jadwal pelatihannya;

•   Instruktur  BIG mendata  kehadiran  peserta
pada jadrral                 yang ditentukan;

•   lnstniktur   memberikan   modul   pelatihan   kepada
peserta pelatihan ;

•   instm]rfur menaparkan mated dan memandu peserta
pelatihan.

Pengupjung :
•   Pengupjung datang ke BLc terdekat;
•   PengLxpjung diwajibkan mengisi buku tamu di website

BLC;
•   Setelah    mengisi         buku  tamu  pengunjung

diperbolehkan menggimakan fasiritas BLC.PelatinanTIKdenganlnstmkturBI.C:

•   Kelompok    Masyarakat    mengajukan    permohonan
pelatihan TIK ke Ihinas Komunikasi dan lnformatika;

•   Dinas    Komunikasi    dan    lnfomatika    melakukan
koordinasi    dengan    pemohon    berkaitan    dengan
Instniktur   dan   sarana   pendukung   pelaksanaan
pelatihan TIK dan menjawab pelmohonan;
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•   lnstmktur  BIC mendata kehadiran peserta pada
jadwal pelatihan yang ditentukan;

•   lnstruktur  memberikan    modul    pelatihan kepada
peserta pelatihan;

•   lnstniktur memaparkan materi dan memandu
pesertapelatihan.

3 Jan9ka Wrfu Jam operasional Senin s.d. Jum'at pukul 07.30 - 16.30
Pela.yanan (  dengan durasi per sesi 90 menit'

4 Biaya Tidak dipungut biaya (gratis)
15 Produk Pelayanan Peningkatan kemampuan TIK masyarakat dan

pegawai Pemerintah Kota Surabaya
6I Penanganan, •    website   : blc.surabaya.go.id

Pengaduan, Saran •    instagram : blc_ surabaya
dan Masukan                   .   Tiktok    : blcsurabaya

PEHGELOI,AAN pELAyAm:An

sar Huha •    Peraturan  Walikota Nomor  68  Tahun  2020  tentang
Penyelenggaraan    Sistem    Pemerintahan    Berbasis
Elelctronik di Lingkungan Pemerintah Daerah;

•    Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun  2022  tentang
Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor
68   Tahun   2020   tentang  Penyelenggaraan   Sistem
Pemerintahan   Berbasis   Elektronik   di   Lin8lmngan

i

i

'       Pemerintahan Daerah ;
•    Peraturan  Walikota  Nomor  52 Tahun  2025  tentang

Kedudukan, Susunan Cirganisasi, Uralan Tugas dan
F\ingsi   serta   Tata   Kerja   Dinas   Komunikasi   dan
Infomatika Kota Surabaya.

2 Sarana dan prasarana, •   Peran8kat Komputer
dan/ataufasilitas •   Jaringan Internet

.A!C
•   Proyektor
•   Ffroter

3 Kompetensi •   Pendidikan D3/D4/SI Tcknik lnformatika;
Pelaks- •   D3/D4/SI   Sistem Infomasi,  SI  Te]mologi

i       Pendidikan;•Mengriasaisistem operasi windows os;•MenguasarAplikasiMSOffice(Word,Excel, ppt);(.*ernerdraa%AE:fasp;e?%±afrafis(Photoshop,

i   .   Menguasai Aplikasi video Editor (Powerdirector, AdobePremier,Capout);i.MenguasalLogikapemrogramanDasar;

I   .   Memiliki kemampuan komunikasi yang baik secara



lisan dan tulisan;

4 Pengr© Internd Pengawasan                    oleh Ketua Tim Kelja yang
membidangi dan atasan langsung.

5 ulmlah Pelaksana 30 0rang hstrtiktur

6 Jaminan Fhayzman Peserta mendapaflran pelatihan TTK dan dapat
in              tlran fasilitas secara gratis.

7 Janinan      man an •   Selama pe                   pelatihan TTK, peserta
dan kesefarmtan mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan
pelayzman pelayanan, berkoordinasi dengan pihak terkait di lokasi

BIJC;
•   Peserta mcmdapatkanjaminan sarana dan prasarana

yang in-dai.
8 Evaluasi fueria •   Evaluasi absensi in

pelak- •   Rekapitulasijumlah pesena per bulan;
•   Rckapitulasi jumlah pengingjung per bulan;
•   Rekapitulasijumlah pesena yang lulus per bulan;
•   Rekapitulasi Fdsentase Kebechasilan Implementasi

hiterasi Drtytal.



LAMPIRAN IV KBPUTUSAN KBPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR :  000.8.3.2/24 G?  /436.7.13/2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

STANDAR PELAYANAN DINAS KOMUN[KASI DAN INFORMATIKA
PELAYANAN KBLUIIAN LAYANAN TIK (SERVICE DESK)

NO KO-REN ..`

PENYAMPAIAN IAYA)IAN

1 Persyaratan Pelapor merupalran Pegawai Pemerintah Kota Surabaya

2 Sistem, Mekairsme, Penyampaian keluhan dapat disampaikan melalui 4 kanal
dan Prosedur yaitu:

1.   Keluhan  melalui  nomor  telepon  service  desk  (031)
5312144 Ext 207;

2.   Keluhan  melalui  pesan  WhatsApp  di  nomor  0821-
4069-6256;

3.  Keluhan      melalui      aplikasi      Service      Desk      di
bttps://servicedesk.surabava.go.id;

4.  Menyampaikan  keluhan  secara  langsung pada  meja
1ayanan  Service  Desk  di  kantor  Dinas  Komunikasi
dan Informatika pada alamat Jalan Jimerto 25 -27
Lt.  5.

Penyampaian keluhan melalui chat WhatsApp:
-    Pelapor  menyampaikan  keluhan  layanan  TI  kepada

Service  Desk  Operator  (SDO)  dengan  menyampaikan
data diri dan keluhannya. Setiap keluhan yang masuk
balk  itu  melalui  telepon,  aplikasi  Service  Desk,  dan
datang  langsung  ke  kantor  akan  diarahkan  melalui
chat  WhatsApp  untuk  konfirmasi  lebih  lanjut  dan
memudahkan koordinasi.

-    Service Desk Operator melakukan pengecekan terkait
keluhan yang dilaporkan.
Jika   kcluhan   dapat   ditangani   oleh   Service   Desk
Operator,  maka  operator  men8konfirmasi  ke  pelapor
bahwa  hasil  penanganan  sudah  sesuai  dan  status
keluhan selesai.
Jika keluhan tidak dapat ditangani oleh Service Desk
Operator,   maka  keluhan   dieskalasi   ke   tim   telmis
untuk    ditindaldanjuti.     Setelah     keluhan     selesai
ditangani   oleh   tim   telmis,   Service   Desk   Operator
mengkonfimasi ke  pelapor bahwa hasil  penanganan
sudah sesuai dan status keluhan selesai.

3 Jangka Waktu -     Untukkeluhanjaringan Fiber optic (FO) <= 3 x 24
Pelayanan jam;-    Untuk    keluhan aplikasi, server danjaringan non FO

<- I x 24 jam.



4 Biaya Tidak dipungut biaya (gratis)

5 Produk Pelayanan Tindak Lanjut Hasil Keluhan Layanan H

6 Penanganan, Website : selvicedesk. surabaya. go.id
Pengaduan, Saran dan E-mail : servicedesl@surabaya. go. id
Masukan WhatsApp : 0821-4069-6256

Telepon : (031) 5312144 Ext 207

PENGEIOLAAN PELAYANAN

1 Dasar Hukum -   Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik di Lin8kungan Pemerintah Daerah;

-   Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor
68 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan    Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan
Pemerintahan Daerah;

-   Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2025 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan
Flmgsi serta Tata Kelja Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Surabaya.

2 Sarana dan prasarana -   Pet.an8kat komputer,
dan / atau fasilitas -   Tablet,

-   Telepon,
-   Jaringan internet

3 Kompetensi Pelaksana -     Pendidikan D3/D4/SI Tehaik Informatika, D3/D4/S1
Sistem Info-i;

-    Menguasai sistem cperasi windows os dan Linux os;
-     Menguasai aplikasi MS. Office atau open office;
-    Memilihi kemampuan komunikasi yang baik secara

lisan dan tulisan;
-     Beriorientasi     pada   pelayanan     danberpihir

solutif;
-     Memiliki logika berpikir yang baik;
-     Disiplin dan bertanggungjawab terhadap pekeH.aan.

4 Pengawasan Internal Pengawasan dilakukan oleh Ketua Tim Kelja yang
membidangi dan atasan langsung;

5 LJumlah Pelaksana 3 (tiga) orang

6 Jainan Pelayanan Pelapor mendapatkan respon atas keluhan layanan TI
yang disanpaikan.

7 Jaminan keamanan Perlindungan keamanan data dan infomasi pelapor serta
dan keselanatanpela.yanan keluhan yang dilaporkan.



\ \
8 Evaluasi Kinerj a -    Rekapitulasi jumlah insiden per bulan berdasarkan

Pelaksana kategorinya;
-    haporan manajemen permasalahan;
-    Kecepatan penanganan ganggtlan terkait Tl yang

dilaporkan oleh perangkat daerah.


